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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

   Beberapa kesimpulan dapat ditarik berdasarkan temuan dan 

pembahasan tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa 

Barat 2019–2024 dalam pembentukan peraturan daerah: 

 1. Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan 

peraturan daerah didasarkan pada Pasal 365  (1) UU 17 Tahun 2014 dan 

Pasal 366 (1) UU 17 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD. Pasal 372 UU 

MPR, DPD, DPR, DPRD tahun 2014 dan UU MPR, DPD, DPR dan 

DPRD tahun 2014, Pasal 398 UU MPR, DPD, DVR dan DPRD tahun 

2014 ), Pasal 149 ayat (1) Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tentang 

Pemerintah Daerah, Pasal 150 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 

Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 239 Tahun 2014 Undang-Undang 

Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, Tahun 2014 Undang-Undang 

Pasal 240 Tahun Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 241 Tahun 

2014 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 242 

Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 

243, Pasal 244 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2014 Pemerintah 

Daerah. 

    Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang MPR, DPD, DPR, DPRD, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
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2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum, DPRD 

Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 merupakan peraturan daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 atas 

perintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat  

dijadikan  dasar hukum untuk diundangkan.  

2. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam 

pembentukan peraturan daerah sudah benar sesuai aturan yang berlaku, 

namun fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 

belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya 27 (27) usulan 

peraturan daerah yang belum diselesaikan baik oleh Prakarsa DPRD 

maupun usulan pemerintah daerah yang diajukan pada  Januari 2021. 

Diskusi pada Februari 2022.  

B. Saran  

Adapun saran yang dapat  peneliti berikan adalah: 

1. Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa 

Barat periode 2019–2024 akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam 

terhadap peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan 

MPR, DPD, DPR, DPRD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang 

berkaitan dengan hukum. diperlukan. Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. Karena undang-undang tersebut memberikan dasar 

hukum yang jelas bagi pembentukan badan pengatur daerah.  

2. Pelaksanaan peran legislatif DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam 

pengesahan peraturan daerah belum optimal karena masih banyak usulan 
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peraturan daerah yang ditunda  jangka panjangnya. Oleh karena itu, 

kelompok diharapkan tanpa penundaan. Menerapkan prinsip efisiensi dan 

efektifitas serta benar-benar memberdayakan semua tahapan untuk 

menyusun sebuah peraturan daerah sehingga rancangan peraturan daerah 

yang tertunda dapat diselesaikan dengan tepat dan optimal Membentuk tim 

yang profesional. 
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